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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas 

tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Rukun Tetangga Dan Rukun Warga yang materi muatannya tentang masa bakti 

ketua RT dan ketua RW bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

dengan judul “Analisis Yuridis dan Al Fiqh Al Siyāsah Terhadap Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga Dan 

Rukun Warga (Studi Analisis Masa Bakti Ketua RT Dan Ketua RW)”. Penelitian 

ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana analisis 

yuridis dan analisis Fiqh Al Siyāsah Al dustūriyah Pasal 14 dan Pasal 28 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun 

Tetangga dan Rukun Warga. 

Guna menjawab rumusan masalah penelitian ini, metode yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini 

memerlukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian serta bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah 

dan kitab Fiqh Al Siyāsah yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data-data 

tersebut terkumpul barulah digunakan untuk penelitian dengan teori hukum 

positif juga teori Fiqh Al Siyāsah Al dustūriyah menggunakan pendekatan 

penelitian perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

perbandingan (comparative approach). 

Hasil dari penelitian Pasal 14 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah 

perbedaan masa bakti ketua RT dan ketua RW menimbulkan ketidakadilan serta 

pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Namun, mekanisme 

terkait ketua RT maupun ketua RW apabila berhenti atau diberhentikan dan 

digantikan oleh wakilnya tidak tercantum dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 

2018, sehingga berbeda-beda di setiap daerah.  Perbedaan pengaturan masa 

bakti ketua RT dan ketua RW dalam Pasal 14 dan Pasal 28 Peraturan Daerah 

Kab. Gresik Nomor 5 Tahun 2016 menimbulkan kemudharatan dan menjauhi 

kemaslahatan, sebab mengakibatkan ketua RT dan ketua RW di Kabupaten 

Gresik tidak memperoleh kesempatan yang sama di depan hukum dan 

pemerintahan. Namun, mekanisme penggantian ketua RT atau ketua RW yang 

berhenti atau diberhentikan dalam Pasal 14 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kab. 

Gresik Nomor 5 Tahun 2016 diperbolehkan dalam Islam guna mencegah ke 

mafsadatan yang muncul akibat kekosongan jabatan. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar 

pemerintah daerah menghiraukan ketentuan yang terdapat dalam peraturan 

menteri dalam menyusun peraturan daerah, agar masa bakti ketua RT dan RW 

di wilayah Gresik tidak berbeda-beda. Pemerintah daerah kabupaten Gresik 

segera melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 
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B. Analisis Fiqh Al Siyāsah Al Dustūriyah Terhadap Pasal 14 & Pasal 28 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun 

Tetangga dan Rukun Warga .......................................................................... 73 

PENUTUP ............................................................................................................. 80 

A. Kesimpulan ................................................................................................... 80 

B. Saran ............................................................................................................. 81 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 82 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 87 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

82 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad Redi. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: 

Sinar Grafika, 2017. 

Amin Suprihatini. Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. Klaten: Cempaka Putih, 

2018. 

Ani Sri Rahayu. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan 

Aplikasinya. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. 

Ardilafiza, Beni Kurnia, Amancik, and Annisa Salsabila. “Kedudukan Dan 

Karakteristik Peraturan Menteri Dalam Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.” Legislasi Indonesia Vol. 19, no. 3 (2022): 374. 

Ari Kurniawan. “Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa 

Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang).” Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Magelang, 2020. 

Aslati and Afrizal. “Al-Qawa’id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat 

Dan Masfadat (Studi Pemikiran Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani).” 

Jurnal An-Nida’ Vol. 41, no. 01 (2017): 19. 

Astri Wulandari and Zainuddin. “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia 

Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah Vol. 2, 

no. 2 (2021): 81. 

Bambang Antariksa. “Penerapan Hierarku Peraturan Perundang-Undangan Dalam 

Ketatanegaraan Indonesia.” Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 01, no. 1 

(2017): 24. 

Bambang Trisantono Soemantri. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Bandung: Fokus Media (Anggota IKAPI), 2021. 

Budiarti. “Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam 

Ketatanegaraan Islam.” Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam Vol. 03, no. 02 

(2017): 44. 

Dayanto and Asma Karim. Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik Dan 

Pedoman Pembentukannya. Yogyakarta: Deepublish, 2015. 

Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida’. Cetakan 2. 

Jakarta: PT Suara Agung, 2017. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

83 

 

 
 

Djazuli. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 

Syari’ah. Jakarta: Kencana, 2003. 

Dzul Hilmi Al Hafidh. “Pemilihan Pengurus RT & RW Prespektif Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2016 Dan Imam Al Mawardi.” Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. 

Eka Sihombing. “Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat.” Jurnal Penelitian 

Hukum DE JURE Vol. 16, no. 01 (2016): 99. 

Fatin Hamamah and Sarip. “Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan 

Konstitusionalisme.” Pagaruyuang Law Journal Vol. 2, no. 02 (2019): 176–

77. 

Fatkhul Muin. “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-

Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu 

Hukum Vol. 08, no. 01 (2014): 73–74. 

Fatmawati and Kurnia Majied. Fiqh Politik. Gowa: Pustaka Almaida, 2014. 

Hasanuddin Hasim. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik 

Indonesia Sebagai Suatu Sistem.” Madani Legal Review Vol. 01, no. 2 

(2017): 127. 

Hasiah, Sri Sudono Saliro, Tamrin, and Tito Inouva Harada. “Siyasah Dusturiyyah: 

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanganan 

Korban Perdagangan Orang Di Sambas.” Hermeneutika Vol. 05, no. 01 

(2021): 65. 

I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi 

Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2016. 

I Made Suwandi. Reformasi Otonomi Daerah. Bandung: Alqaprint Jatinagor, 2017. 

Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. 

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan 

Empiris. Edisi Pertama. Depok: Prenamedia Group, 2016. 

Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Gading. “Eksistensi 

Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki 

Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Konstitusi Vol. 19, no. 04 (2022): 

870. 

Kiki Endah. “Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Ilmu 

Pemerintahan Moderat Vol. 02, no. 02 (2016): 799–800. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

84 

 

 
 

La Samsu. “Al-Sulṭah al-Tasyri’iyyah, al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah, al-Sulṭah al- 
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